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ABSTRAK

ANALISIS SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI MASA
PANDEMI COVID-19 PADA SUBBAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Oleh: Anisa Afriyani Harahap

Penelitian ini dilaksanakan pada Subbagian Umum dan Protokoler di Sekretariat
DPRD Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem kerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa Pandemi Covid-19 pada Subbagian Umum dan
Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Riau serta untuk mengetahui hambatan apa
saja yang dialami pegawai Subbagian Umum dan Protokoler dalam melaksanakan
sistem kerja dimasa pandemic covid-19. Metode yang digunakan adalah metode
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian dilakukan
dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
dasarnya Subbagian Umum sudah dikatakan melaksanakan penyesuaian sistem kerja
sesuai dengan kondisi pandemic covid-19 yang berlangsung saat ini, hal ini dibuktikan
dari adanya beberapa penyesuaian yang terdiri dari pemberlakukan 3M, pengaturan
lokasi bekerja WFH dan WFO, penyesuaian jam kerja, penggunaan teknologi serta
pembatasan lain terkait kegiatan penyelenggaraan dikantor. Adapun faktor
penghambat yang ditemukan penulis adalah faktor adaptasi penyesuaian kebiasaan
baru serta faktor sarana dimana tidak adanya sistem absensi berupa aplikasi bagi
pegawai yang Work From Home (WFH).

Kata Kunci: Sistem Kerja, ASN, Pandemi Covid-19.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, Dunia dibuat gempar oleh ditemukannya jenis virus
baru yang diberi nama Coronavirus Disease atau Covid-19. Virus yang menyerang
sistem pernapasan manusia ini pertama kali ditemukan di Negara Cina, tepatnya
di Wuhan pada akhir Desember 2019 lalu. Kemunculan virus Covid-19 telah
memberikan dampak baru terhadap tatanan kehidupan bernegara di dunia, tak
terkecuali negara Indonesia. Situasi yang mengkhawatirkan dan berbagai resiko
yang ditimbulkan tentunya membuat sebagian pemerintah kewalahan dalam
mengambil kebijakan baik yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun
memberikan pelayanan kepada masyarakat sekalipun.

Untuk Negara Indonesia sendiri, Pemerintah pertama kali mengumumkan
kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada tanggal 2 maret 2020 dan pada tanggal
11 maret 2020, WHO secara resmi mengumumkan bahwa wabah covid-19
merupakan sebuah pandemic global yang berdampak pada penetapan status
darurat kesehatan Internasional (Darmawan & Atmojo, 2020). Adapun
ditetapkannya menjadi pandemic global karena tanpa disadari bahwa wabah ini
cukup meresahkan dan menyebar dengan cepat. Hal ini tentuya dapat terlihat pada

Grafik yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan sebagai berikut dibawah ini:



Gambar 1.1 Grafik jumlah kasus virus corona di Indonesia
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Sumber: Kementrian Kesehatan, 2021

Grafik diatas memperlihatkan bahwa kasus virus covid-19 mengalami
peningkatan setiap harinya. Mengenai pandemi, langkah-langkah untuk
menyikapinya adalah memberlakukan karantina, penutupan dan gangguan terhadap
dunia usaha, larangan berpergian, penutupan sekolah dan langkah lainnya yang
bersifat mendadak. Selain daripada itu, wabah pandemi juga memberi dampak
terhadap tatanan kerja pada abdi negara dimana Aparatur Sipil Negara mau tidak
mau harus mengikuti kebijakan birokrasi dan beradaptasi dengan cepat sebagai

bentuk penyesuaian dengan kondisi yang saat ini berlangsung.
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang turut ikut andil dalam pelaksanaan
penyelenggaraan negara juga merasakan dampak dari adanya pandemi ini, dimana
dijelaskan dari sumber Pekanbaru.go.id (1/9/2020), Walikota Pekanbaru

mengatakan bahwa salah satu claster penyebaran covid-19 itu berasal dari tempat



kerja yaitu kantor pemerintahan. Hal ini disesuaikan juga dengan data dari Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tentang data sebaran ASN yang terkonfirmasi
positif covid-19 yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Sebaran ASN yang terpapar Covid-19 di Riau per tanggal

21 September 2020

No. Nama Instansi Terl;oorg![irp asl Meninggal
1. | RSUD Arifin Achmad 31

2. | Inspektorat Riau 19 1

3. | Biro Hukum Setda 10 =

4. | RSUD Petala Bumi -

5. | Dinas Kesehatan -

6. | Diskominfotik -

7. | RSJ Tampan -

8. | Sekretariat DPRD -

9. | Bapedda Litbang
10. | Disnakertrans

11. | Biro Umum -
12. | Dinas Kelautan dan Perikanan -
13. | BKD Riau

14. | BPKAD -

15. | DP3AP2KB Riau

16. | Disperindagkop UKM

17. | DPMPTSP

18. | Biro Administrasi Pembangunan

19. | Biro Administrasi Pimpinan
20. | Satpol PP

21. | Bappenda

22. | Dinas PUPRPKPP

23. | Bappeda

Rloar Nk PNk kR N A [N w|oo oo R o
1

JUMLAH 142 1
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Riau, 2021

Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari adanya peran serta aparatur

sipil negara. Namun, jika ditengah masa pandemi saat ini yang melanda Indonesia,



bagaimana roda pemerintahan dapat berjalan dan ASN dapat terus melayani
masyarakat sesuai amanat Undang-undang. Hal ini tentunya akan membuat
sebagian kerja akan tidak optimal sebagaimana mestinya.

Pandemi Covid-19 memberikan perubahan dalam dunia birokrasi, Ada dua
fokus utama dalam melakukan perubahan birokrasi di masa pandemi Covid-19
menuju new normal ini, yaitu pada dimensi perubahan institusi (organisasi) yang
melihat pada kekuatan organisasi dalam melakukan perubahan, dan dimensi
perubahan sistem kerja, termasuk dalam perilaku atau kebiasaan pegawai ASN
dalam memberikan pelayanan publik normal, menuju new normal (Warsono,
2020).

Pergeseran paradigma dalam mengelola organisasi di era unpredictable dan
kompleks membuat organisasi perlu melakukan penyesuaian melalui sebuah proses
perubahan (Warsono, 2020). Perubahan ini tentunya akan menghasilkan suatu
inovasi dalam menjawab tantangan. Pemerintah berupaya terutama kepada
Aparatur Sipil Negara untuk tetap bekerja dengan aman agar tidak melumpuhkan
proses penyelenggaraan negara, baik di instansi dinas, kelembagaan ataupun
organisasi sekalipun.

Sistem kerja diartikan sebagai serangkaian kerja yang disatukan dan saling
terkait dalam upaya untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Dalam hal ini,
untuk menyiasati bekerja fleksibel dengan tetap memperhatikan penyebaran covid-

19 semakin meluas serta menindaklanjuti Keputusan Presiden. Maka dari itu,



Kepmenpan selaku Kementrian yang menangani membuat sebuah kebijakan
sebagai bentuk penyesuaian system kerja baru di masa pandemic Covid-19.

Untuk itu, dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 58 Tahun 2020 tentang
Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru
dijelaskan bahwa sistem kerja dibagi dalam pengaturan lokasi bekerja dengan
menggunakan pendekatan flexible working arrangement yaitu fleksibilitas Work
From Home dan Work From Office. Melalui skema pengaturan kerja yang lentur,
pegawai ASN dapat bekerja dikantor atau dirumah. Kemudian juga dalam bekerja
ASN juga diminta tetap mematuhi protokol kesehatan baik dikantor ataupun luar
kantor serta mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dalam mendukung optimalisasi
bekerja efektif dimasa pandemi. Penerapan sistem kerja baru bagi ASN ini
merupakan sebuah inovasi untuk menghindari perkumpulan secara parsial demi
memutus rantai penyebaran Covid.

Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan organisasi perangkat daerah
yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta menyediakan dan
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan
hak dan fungsi Pemerintah Daerah juga harus membuat semacam sistem kerja
baru. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menpan No. 58 Tahun 2020,
Gubernur Riau pun mengeluarkan Surat Edaran No. 171 Tahun 2020 tentang

Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Dalam Tatanan Normal Baru



Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai operasional dari sistem kerja
dimasa pandemi covid-19. Berdasarkan hal ini juga Gubernur Riau menulis
tembusan surat keseluruh OPD salah satunya adalah Sekretariat DPRD Provinsi
Riau. Hal ini dikarenakan kedudukan Sekretariat DPRD masih berada dalam
naungan Gubernur Riau. Dengan demikian selaku pimpinan, Sekwan pun
mengeluarkan nota dinas agar koordinasi antara atasan dan bawahan dapat
terinformasi dengan baik yang mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan
Gubernur Riau. Adapun isi nota dinas tersebut diantaranya adalah:
a. Penyesuaian jam masuk kantor setiap harinya
- Senin- Rabu = 08.00 — 16.00 Wib
- Kamis-Jumat = 08.00 — 16.30 Wib
b. Kegiatan apel pagi harian dan senam tidak dilaksanakan
c. Pemberlakuan protokol kesehatan 3M
d. Pembagian pengaturan lokasi bekerja WFO dan WFH bagi pegawai sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan
Selain darpada itu dalam Surat Edaran Gubernur Riau No. 279 Tahun 2020
tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dijelaskan bahwa
Untuk Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dikantor maksimal 25 % dari Jumlah

keseluruhan Pegawai yang ada.



Keseluruhan dari penyesuaian yang ditetapkan ini tentunya berlaku bagi

setiap bagian yang ada Sekwan DPRD, salah satunya adalah Subbagian Umum

dan Protokoler.

Tabel 1.2 umlah Aparatur Sipil Negara di Subbagian Umum dan Protokoler

No. Nama Pegawai Pangkat/Golongan
1. Yusrianto, SE, MM Pembina Tk. I (IV/b)
2. Ir. Nafilson Pembina (IV/a)
3. Aisyah Penata Tk. I (111/d)
4. Muhammad Natsir, S.Sos Penata Tk. I (111/d)
5. Lily Vianti, SE Penata Tk. I (111/d)
6. Emmiati Penata (I11/c)
7. Hariyadi Wiradinata, S.STP Penata (I11/c)
8. Derianty Yusja Penata Muda TKk. I (111/b)
9. Muthia Apriana, SE Penata Muda Tk. I (111/b)
10. Auzar Penata Muda Tk. I (111/b)
11. Tengku Firdaus Penata Muda Tk. I (111/b)
12. Imran Penata Muda (I11/a)
13. Rachmad Mulyadi, SE Penata Muda (I11/a)
14, Rizki Fairi Pengatur Tk. I (11/d)
15. Azwandi Pengatur Tk. I (11/d)
16. Yunasul Pengatur Tk. I (11/d)
17. Nazaruddin Pengatur Tk. I (11.d)
18. Muhammad Ali Pengatur Tk. I (11.d)
19. Mubheni Pengatur Tk. I (11.d)
20. Lamu Kurniawan Pengatur Tk. I (11.d)
21. Irmansyah Pengatur (l1/c)
22. Ferry Sasfriadi Pengatur (I1/c)




23. Zulfrianto Pengatur (l1/c)

24, Popi Lesmana Pengatur (l1/c)

25. Bambang Surianto Pengatur (ll/c)

26. Musli Hidayat Pengatur Muda Tk. I (11/b)
27. Yusniar Dewi Pengatur Muda Tk. I (11/b)
28. Nofrendi Pengatur Muda Tk. I (11/b)
29. Muslim Pengatur Muda Tk. I (11/b)
30. Mukmin Arifin Pengatur Muda Tk. I (11/b)
31. Yofi Seprianto Pengatur Muda Tk. I (11/b)
32. Budi Indrayana Pengatur Muda (11/a)

33. Aris Juru Tk. 1 (1/d)

Sumber: Subbagian Umum dan Protokoler, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan pegawai di
subbagian umum dan protokoler berjumlah 33 orang dengan 1 orang sebagai
Kepala Subbagian. Dan dalam hal ini sebanyak 11 orang ASN dipilih untuk

melaksanakan kerja secara WFH dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan

seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai yang melaksanakan Work From Home

No. Pegawai yang WFH Jumlah
1. Usia diatas 50 Tahun 10 orang
2. Ibu Hamil dan Menyusui 1 orang

Jumlah 11 orang

Sumber: Data Penelitian, 2021




Untuk dapat diketahui dari total 8 orang ASN yang terpapar covid-19 di
Sekretariat DPRD Provinsi Riau seperti yang tertera di tabel 1.1, satu diantanya
merupakan Staf dari Subbagian Umum dan Protokoler. Hal ini dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Umum dan Protokoler yang terkena covid-19

No. | Staf Subbag Umum dan Protokoler Jumlah
1. | Terpapar Covid-19 1 orang
Jumlah 1 orang

Sumber: Data penelitian, 2021

Dalam keberadaanya didalam Sekretariat DPRD Provinsi Riau ini dianggap
penting terutama dalam hal peng administrasian umum. Jika saja kerja Subbagian
imi kurang baik dalam melaksanakan tupoksi nya, tentunya pasti akan
berdampak pada penyelenggaraan jalannya kerja dan pelayanan optimal kepada
anggota DPRD. Berdasarkan Pergub No. 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa tugas dan fungsi
Subbagian umum dan protokoler adalah sebagai berikut:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subagian Umum
dan Protokoler

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Subbagian umum dan Protokoler

c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat

d. melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian
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e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja,
peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi
jabatan

melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai

membuat laporan perkembangan kepegawaian

= a -

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi

melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara , serta

melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas

J.  melaksanakan koordinasi keamanan dan ketertiban kawasan kantor/gedung
dan rumah jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

k. memfasilitasi serta menyediakan makan, munum untuk rapat dan tamu di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I.  memfasilitasi kegiatan olahraga dan kegiatan keagamaan

m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Protokoler

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Di era pandemi yang saat ini berlangsung, Sistem kerja yang tepat menjadi
faktor pengukur apakah kinerja berjalan dengan baik atau tidak. Sebagai
Subbagian dengan tugas yang cukup krusial karena tupoksinya cukup penting
terutama dalam hal pengurusan surat menyurat dalam Sekretariat DPRD Provinsi
Riau. Subbagian Umum harus selalu berupaya melaksanakan penyusunan program
serta memperhatikan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan administrasi
umum dan protokoler untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Dalam pemberlakukan sistem kerja yang baru ini, Subbagian Umum ini tidak
menutup kemungkinan menghadapai beberapa masalah, dan ditambah lagi kondisi
ini merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Berdasarkan paparan diatas dan
observasi yang dilakukan, penulis menemukan fenomena diantaranya adalah:
Masih adanya pegawai yang tidak memakai masker pada saat bekerja, belum
optimalnya penerapan social distancing sebagai bentuk penerapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) serta pegawai yang hadir kekantor tidak sesuai
dengan penyesuaian waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
Ketidaksesuaian pegawai yang hadir dan bekerja dikantor dengan jumlah yang
seharusnya ditetapkan yaitu 25 % dari jumlah keseluruhan pegawai. Belum
optimalnya pemanfaatan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia, serta
kurangnya teknologi informasi dalam mendukung penyesuaian sistem kerja
dimasa pandemi covid-19.

Dari latar belakang fenomena dan gejala yang ditemukan oleh penulis diatas
dan mengingat bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan adaptasi baru bagi
pelaksanaan penyelenggaraan kerja di instansi pemerintah serta untuk mengetahui
sebenarnya seperti apa system kerja yang diberlakukan di Sekwan khususnya di
Subbagian Umum dan Protokoler. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui
lebih lanjut system kerja yang ada di Subbagian Umum dan Protokoler dan
mengangkat dalam sebuah judul penelitian yaitu: “Analisis Sistem Kerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masa Pandemi Covid-19 Pada Subbagian

Umum dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Riau”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Sistem kerja Aparatur Sipil Negara di masa pandemic Covid-19
pada Subbagian umum dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor penghambat Sistem kerja Aparatur Sipil Negara di masa
Pandemi Covid-19 pada Subbagian umum dan protokoler Sekretariat DPRD

Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di masa pandemi Covid-
19 pada Subbagian umum dan protkoler Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat sistem kerja ASN pada Subbagian umum

dan protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu:
1. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang
diperoleh selama masa perkuliahan melalui praktek dilapangan sehingga dapat

menambah wawasan bagi penulis.
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2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan

masukan kepada pihak lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama

sebagai bentu antisipasi dan acuan dalam bekerja pada masa yang akan datang

3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Sekretariat

DPRD Provinsi Riau atau lembaga lainnya yang membutuhkan serta

menjadikan penelitian ini sebagai acuan terkait sistem kerja dimasa pandemic

covid-19 dalam rangka untuk meningkatkan kinerja yang baik pada pegawai.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

: PENDAHULUAN

Pada BAB | ini penulis menguraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

: LANDASAN TEORI

Pada BAB Il ini penulis memuat landasan teori yang ada
hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan

suatu hipotesis dan variable penelitian.

: METODE PENELITIAN

Pada BAB Il ini penulis mengemukakan tentang jenis

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi



BAB IV

BAB V

BAB VI
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dan sampel, metode pengumpulan data, informan penelitian dan teknik

analisa.

: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada BAB IV ini menjelaskan kondisi yang berisikan gambaran
umum mengenai Sekretariat DPRD Provinsi Riau khususnya
Subbagian Umum dan Protokoler yang menyangkut stuktur, uraian

tugas dan aktivitas organisasi.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB V ini penulis menguraikan hasil dan membahas
tentang bagaimana Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masa
Pandemi Covid-19 Pada Subbagian Umum dan Protokoler Sekretariat

DPRD Provinsi Riau.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB VI ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang
dilakukan serta memberikan saran-saran yang dapat digunakan
sebagai bahan masukan kepada pihak kantor Sekretariat DPRD

Provinsi Riau.



BAB Il
LANDASAN TEORI
2.1 Konsep Sistem Kerja
2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani
(sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau
energy untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penyelenggaraan suatu negara,
penting adanya sebuah sistem yang mengatur. Prajudi dalam buku (Inu
Kencana, 2018:1) Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur yang
berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk
menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.
Sedangkan menurut Sumantri (Inu Kencana, 2018:1) Sistem adalah
sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan
suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan
tugansya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau
setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Mulyadi (2013:5) mengatakan sistem adalah suatu jaringan prosedur
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok
organisasi. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling mengait

satu sama lain. Rusaknya salah satu bagian akan menganggu kestabilan sistem

15
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itu sendiri secara keseluruhan. Diperlukan kerjasama antarsubsistem yang

baik akan menimbulkan hubungan yang sinergis.

Pengertian Kerja

Secara alamiah dalam kehidupannya, manusia selalu melakukan
bermacam-macam aktivitas, salah satu wujud dari aktivitas itu adalah kerja
atau bekerja. Manusia bekerja mengandung unsur sosial, menghasilkan
barang ataupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan
kepuasaan. Bekerja berarti melakukan suatu pekerjaan, yang kemudian
diakhiri dengan hasil sebagai nikmat diperoleh oleh yang bersangkutan.
Menurut Supriyadi (2015) Kerja adalah beban, kewajiban, sumber
penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kerja diartikan sebagai
kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan untuk diperbuat dan
sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian.
Wiltshire (2016:14) mendefiniskan kerja/pekerjaan sebagai konsep yang
dinamis dengan definisi sebagai berikut:

1. Pekerjaan mengacu pada pentingya suatu aktivitas, waktu dan tenaga
yang dihabiskan serta imbalan yang diperoleh
2. Pekerjaan merupakan satu rangkaian keterampilan dan kompetensi

tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu
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3. Pekerjaan adalah sebuah cara untuk mempertahankan kedudukan
daripada sekedar mencari nafkah

4. Pekerjaan adalah kegiatan sosial dimana individu atau kelompok
menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu dengan

mengharapkan imbalan sebagai rasa kewajiban kepada orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerja
adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau
mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada

seperti barang dan jasa serta memperoleh imbalan dan upah.

Pengertian Sistem Kerja

Sistem kerja menurut KBBI adalah serangkaian tata kerja dan prosedur
kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka
melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Sistem kerja melibatkan banyak faktor
manusia dan adanya keterkaitan pola kerja manusia dengan alat atau mesin,
faktor yang dikombinasikan antara manusia dan alat tersebut dengan suatu
prosedur atau tahapan kerja yang sudah tetap dan didokumentasikan sehingga
menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil
kerja yang berkualitas.

Menurut (Irawan, 2010) sistem kerja adalah serangkaian aktivitas yang

dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan
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kepuasaan pelanggan atau keuntungan perusahaan. (Purnomo, 2012)
mengatakan sistem kerja yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam
kemajuan sebuah perusahaan dan merupakan kunci utama keberhasilan dalam
rangka meningkatkan produktivitas, meminimalisir terjadinya kecelakaan
kerja, penyakit akibat kerja dan efesiensi organisasi.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja adalah
serangkaian kerja yang disatukan dan saling terkait dalam upaya untuk

melaksanakan suatu bidang pekerjaan.

Pengaturan Pokok Pelaksanaan Sistem Kerja Organisasi
Secara umum kebijaksanaan pengaturan di bidang tata kerja, sistem kerja

menurut Sedarmayanti (2011:135) dapat dinyatakan sebagai berikut:

a) Setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan membimbing serta
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

b) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Guna penyusunan sistem kerja menjadi lebih optimal, perlu

memperhatikan beberapa asas sebagai berikut:
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a. Harus dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis, serta
dituangkan dalam bentuk manual atau pedoman kerja pelaksanaannya.

b. Harus dikomunikasikan atau diinformasikan secara sistematis kepada
semua petugas atau pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan.

c. Harus selaras dengan kebijaksanaan pimpinan yang berlaku dengan
kebijaksanaan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi.

d. Harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta
menciptakan jaminan memadai bagi terjaganya sumber-sumber yang
berada dibawah pengendalian organisasi dan secara periodik harus

ditinjau dan dievaluasi kembali.

2.1.5 Prinsip Sistem Kerja

Prinsip Sistem Kerja Menurut Sedarmayanti (2011) antara lain adalah:

a. Sistem Kkerja, harus disusun dengan memperhatikan segi-segi tujuan,
fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu, yang tersedia serta segi
luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan.

b. Hendaknya ditentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan
prosedurnya.

c. Bersifat fleksibel, maksudnya walaupun sistem yang efektif adalah sistem
yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, namun sebaiknya cukup
fleksibel agar lebih mudah disesuaikan dengan keadaan yang sering

berubah.
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. Dalam penetapan urutan tahap demi tahap dari rangkaian pekerjaan, maka
antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya harus terdapat hubungan
yang sangat erat yang keseluruhannya menuju ke satu tujuan.

Setiap tahap harus merupakan suatu kerja nyata dan perlu untuk
pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang
dimaksudkan.

Perlu ditetapkan tentang kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang
diperlukan untuk penyelesaian bidang tugas termaksud.

. Penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem Kkerja, harus selalu
disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Untuk penggambaran tentang penerapan suatu prosedur tertentu
sebaiknya dipergunakan simbol dan skema atau bagan prosedur dengan
setepat-tepatnya. Bagan semacam ini sering disebut skema arus kerja.
Mempunyai stabilitas yang optimal pada setiap bidang pekrjaan yang
akan dilakukan, sehingga pekerjaan itu mudah untuk dilakukan.

Sistem kerja harus menggunakan pemanfaatan sumber daya yang
optimal, maksudnya disini adalah sistem,tata kerja, dan prosedur kerja
yang dirancang dengan baik akan menjadikan penggunaan sumber daya
yang dimiliki organisasi dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

. Sistem kerja harus mudah diadaptasikan, karena sistem yang baik juga
harus cepat dan mudah diadaptasikan dengan kondisi baru tanpa

mengubah sistem yang lama maupun mengganggu fungsi utamanya.
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I.  Bersifat fungsional, maksudnya yaitu sistem, tata kerja yang efektif harus

dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
2.2.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Menurut Tjipto Atmoko (2011) Standar Operasional Prosedur (SOP)
merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan
sesuai denga fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja,
prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Sedangkan
menurut (Insani, 2010:1) SOP atau standar operasional prosedur adalah
dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara
melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor
yang berperan dalam kegiatan.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah atau yang
disingkat dengan SOP-AP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah, bagaimana dan

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
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Tujuan dan Fungsi Standar Operasional Prosedur

Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau
standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang
diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang
mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk
karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta
mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan
dalam organisasi. Tujuan SOP menurut (Indah Puji, 2014:35) adalah sebagai
berikut:
Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu
dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau
pekerjaan tertentu.
Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan
supervisor.
Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari
dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses
pelaksanaan kegiatan.
Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan
efektif.
Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas

yang terkait.
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7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses

kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan

administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.

8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.

9. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru.

Untuk fungsi SOP adalah sebagai berikut (Indah Puji, 2014:35):

1.

2.

Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.

Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.

Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

2.2.3 Manfaat dan Prinsip Standar Operasional Prosedur

SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah

penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh

siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan

kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi (instansi

pemerintah) secara keseluruhan. SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara

lain (Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008):

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
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2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan
dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab
khusus dalam melaksanakan tugas.

4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara
konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha
yang telah dilakukan.

5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru
untuk cepat melakukan tugasnya.

6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.

7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam
melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.

8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam
memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam

berbagai situasi.

Prinsip-prinsip SOP (Standard Operating Procedure)
1. Dalam PERMENPAN PER/21/M-PAN/11/2008 disebutkan bahwa

penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain: kemudahan dan
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kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dimanis,
berorientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum.
Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu,
oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi
pemerintahan.

Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh
jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi.

. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap
penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-
benar efisien dan efektif.

Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu
dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak
melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan
proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan
pemerintahan.

. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus
didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi

setiap mereka yang memerlukan.
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2.3 Konsep Kinerja
2.3.1 Definisi Kinerja Pegawai
Kinerja dalam Bahasa Indonesia dengan kata dasarnya adalah “kerja”
diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai atau prestasi yang diperlihatkan
dan kemampuan kerja dari kemampuan seseorang. Pengertian Kinerja
merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. (Wibowo, 2016 :2) Kinerja
adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
Kinerja dapat ditinjau dari beberapa dimensi (Arsyad, 2016)
1. Sebagai keluaran (output) yaitu melihat apa yang dihasilkan
2. adalah prosesnya yaitu prosedur-prosedur yang telah ditempuh dinilai
seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya
3. adalah aspek konseptual vyaitu penilaian kerja yang dilihat dari
kemampuannya
Dalam suatu instansi pemerintahan, (Sundani, 2016) kinerja pada
hakikatnya adalah pencerminan dari nilai kemandirian dan etos kerja yang
dijalankan dengan sikap dan tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh
individu atau pegawai negeri sipil tersebut dalam melakukan pekerjaannya
dan hasil penilaian bagi pekerjaannya.
Menurut Bangun (2012: 231) Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai
seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Manajemen kinerja

merupakan suatu cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi
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organisasi, kelompok dan individu dengan memahami, mengelola dan
mencapai Kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan
persyaratan kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan menurut
(Hasibuan, 2010) kinerja (prestasi kerja) adalah suatu kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya
berdasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan dalam waktu.
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
Mangkunegara (2013: 231) mengatakan kinerja adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Sedangkan Robbins mengartikan kinerja sebagai sesuatu yang
dapat menjadi hasil dari seorang individu atau dapat berupa hasil dari kerja
kelompok suatu organisasi.
Terkait dengan konsep kinerja, ada 3 level kinerja (Sudarmanto, 2014) yakni:
1) Kinerja organisasi, merupakan pencapaian hasil (out come) analisis
organisasi. Kinerja pada level ini terkait dengan tujuan, rancangan dan
manajemen organisasi
2) Kinerja proses, merupakan Kinerja pada proses tahapan dalam

menghasilkan produk dan layanan.
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3) Kinerja individu, merupakan pencapaian atau efektivitas tingkat
pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan rancangan dan
manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

Kinerja pegawai sangatlah penting karena untuk bisa melihat hasil kerja

yang berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dimiliki mereka (Eriyani, 2020).

Oleh karena itu, kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuannya sangat

tergantung kepada Kinerja tiap anggotanya (Sani, Tasmsah, Munir, 2017)

dalam (Rizaldi, 2019). Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan

bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai sebagai bentuk
tanggung jawab dan kepeduliannya kepada organisasi dalam bekerja yang
diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, tanggung jawab dan kemampuan yang

dimiliki tiap pegawai.

2.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut (Wirawan, 2015:
272) la menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja

pegawai, antara lain yaitu:

1. Lingkungan eksternal Organisasi
Faktor- Faktor Eksternal lingkungan organisasi merupakan faktor
yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi akan tetapi sangat
mempengaruhi Kinerja pegawai. Faktor eksternal ini terdiri dari:

a. Faktor ekonomi makro dan mikro organisasi
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b. Kehidupan social budaya masyarakat
c. Kompetitor
2. Faktor-faktor Internal Organisasi
Faktor internal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh
langsung terhadap kinerja pegawai. Faktor internal tersebut antara lain
adalah:
a. Budaya organisasi
b. Iklim organisasi
3. Faktor-faktor Internal Pegawai
Faktor-faktor yang ada dalam diri pegawai sangat mempengaruhi
Kinerja pegawai. Faktor Internal pegawai adalah faktor bawaan ketika
lahir dan faktor yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman serta
lingkungan kehidupan pegawai. Faktor tersebut akan mempengaruhi
perilaku kerja pegawai antara lain yaitu:
a. Etos kerja
b. Disiplin kerja
c. Kepuasan kerja
Faktor- faktor yang mempengaruhi Kinerja pegawai menurut Alim
(2013, 17) yaitu:
a. Faktor Individu
Secara psikologis, Individu yang normal adalah individu yang memiliki

integritas yang tinggi antara fungsi psikisdan fisiknya. Dengan adanya
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integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersbut
memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini, merupakan
modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan
mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan
kegiatan atau tugas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.
Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan organisasi sangat menunjang bagi individu dalam
mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara
lain adalah uraian jabatan yang jelas, kekuatan menguasai yang memadai yang
baik, target kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan
kerja yang harmonis, iklim kerja yang kondusif, peluang berkaris dan fasilitas
yang relative memadai.

Berdasarkan teori diatas, dapat diketahui bahwa kinerja seorang pegawai
itu bisa berubah-ubah mengikuti faktor lingkungan, faktor organisasi ataupun
faktor pegawai tersebut dalam menghasilkan pekerjaannya. Dalam suatu
pelaksanaan Kinerja, tidak semua nya dapat dilakukan secara optimal.
Dibawah ini merupakan faktor penghambat dalam meningkatkan kinerja
pegawai adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menujang kegiatan

Kinerja
2. Lemahnya sistem regulasi membuat pegawai mudah untuk tidak disiplin

3. Lingkungan kerja yang tidak nyaman dan aman
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4. Ketidaksesuaian antara kemampuan dengan jabatan yang ditugaskan
5. Kurangnya komunikasi antar sesama pegawai atau pimpinan.
Dari uraian diatas, perlu adanya peningkatan kinerja sebagai upaya untuk

mencapai sasaran yang telah dibuat sesuai peraturan yang berlaku.

Indikator Penilaian Kinerja

Aktivitas untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan
yang dilakukan dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan seluruhnya
kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan suatu pekerjaan
tanpa diikuti oleh penilaian tidaklah dapat diukur dan diketahui seberapa besar
tingkat pencapaian tujuan yang telah dicapai. Penilaian pekerjaan pada
dasarnya merupakan manifestasi dari pekerjaan pegawai.

Penilaian Kinerja adalah suatu system yang digunakan untuk menilai
dan mengetahui apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaannya dalam
suatu organisasi melalui instrument penilaian kinerja. Menurut Hall, penilaian
Kinerja merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja
personal dalam organisasi. Dalam suatu organisasi memang diperlukan
adanya penilaian kinerja. Organisasi pemerintahan mengutamakan penilaian
Kinerja sebagai tolak ukur seberapa jauh pegawai melaksanakan tugas untuk
mencapai hasil kerja dari organisasi tersebut. Menurut (Mangkunegara, 2014)

Kinerja pegawai tersebut dapat diukur dengan indikator dari:
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Pengetahuan tentang pekerjaan

Dalam dunia kerja, kompetensi didefinisikan sebagai aspek yang penting
dalam menentukan Kkinerja pegawai. Sebagian besar dari pekerja akan
menghasilkan performansi yang efektif jika mereka memiliki pengetahuan,
keterampilan serta prilaku yang cukup baik terhadap pelaksanaan kerjanya.
Kualitas kerja
Merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektif dan efisiensi suatu
pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi.
Produktivas
Produktivitas adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang
pegawai dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara
efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan.
. Adaptasi
Adaptasi diartikan sebagai suatu proses penyesuaian pegawai dengan segala
perubahan, baik perubahan lingkungan, suasana dan aturan baru dalam
instansi dan melakukan tugasnya dengan baik.
Inisiatif dan pemecahan masalah

Merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam

memecahkan masalah dan menemukan solusi dengan ide kreatif yang

dimilikinya.
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Kerjasama

Kerjasama merupakan kemauan pegawai untuk dapat bekerja sama
dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah
diamanatkan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna.

Tanggungjawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai dalam
menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan
sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta dapat mengambil resiko atas keputusan
yang diambil.
Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi
Dalam konteks ini, pegawai harus mampu berinteraksi dan membangun
hubungan yang baik dengan pegawai lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai, berarti menuntut kemampuan
pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, guna untuk mencapai sasaran yang
telah ditentukan dalam organisasi. Disamping itu etos kerja dan disiplin dari
pegawai sangat dituntut peningkatannya, sehingga waktu yang diberikan
dalam melaksanakan pekerjaan bisa berjalan secara efektif. Pengukuran
Kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena
pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas.
Setiap aktivitas harus terukur Kinerjanya agar dapat diketahui tingkat

efesiensinya dan efektivitasnya” Mahmudi (2015: 64). Sasaran kinerja adalah
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Kinerja pegawai, sehingga diperoleh informasi yang akurat tentang Kinerja
tersebut, apakah memuaskan atau tidak.
2.4 Konsep Aparatur Sipil Negara

Kata ASN yang dulunya bernama PNS, merupakan warga negara yang
memenuhi syarat tertentu untuk mengabdi kepada negara berdasarkan UU
untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai ASN sangat diperlukan
dalam suatu instansi pemerintahan untuk melaksanakan tugas negara baik
dalam maupun luar daerah. Proses rekrutmen pegawai ASN ditentukan
berdasarkan tes yang dilakukan negara agar menghasilkan pegawai yang taat,
patuh dan bisa menyelesaikan segala tugasnya sesuai bidangnya masing-
masing.

Aparatur Sipil Negara dalam UU. No 5 Tahun 2014 Tentang ASN
merupakan Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 “Pegawai Aparatur
Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Sipil Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 mengatakan



35

pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada ayat 2 Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 “ Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan
pengertian diatas, terdapat beberapa hal penting, diantaranya: Warga negara
Indonesia, Memenuhi syarat tertentu, Menduduki jabatan pemerintahan,
Diserahi tugas negara sesuai bidangnya, dan Digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan

ASN sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, harus taat dan patuh
terhadap segala peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut UU No. 5
Tahun 2014 tentang ASN, terbagi menjadi dua bagian yaitu: PNS dan PPPK.
Oleh karena itu, sebagai Aparatur Sipil Negara semua pegawai dituntut untuk
bisa melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan baik kerena yang pertama
sekali disorot adalah pegawai dan kinerjanya, yang kemudian agar tujuan yang
telah dibuat bisa tercapai khususnya bagi suatu instansi perusahaan ataupun

organisasi.
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2.5 Sistem Kerja ASN di Masa Pandemi Covid-19

Menurut World Health Organization (WHQO) Pandemi dinyatakan ketika
penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Pandemi menurut
KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana- mana
meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi Covid-19 merupakan darurat
kesehatan yang bersifat langsung (lrawati, 2020). Sedangkan Covid-19
merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Pandemi tidak boleh menjadi
penghalang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara professional dan
produktif meskipun dalam kondisi pandemi.

Covid-19 dapat menyebabkan gangguan system pernapasan, mulai dari
gejala yang ringan seperti Flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia

(www.alodokter.com). Untuk menyiasati agar tetap bekerja secara normal

tanpa mengurangi beban kerja, maka dari itu pemerintah mulai dari pusat
hingga daerah mengeluarkan surat edaran yang berisikan sistem kerja baru
dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19 khususnya bagi ASN.
Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang telah dibuat terkait pelaksanaan
Sistem kerja ASN di masa Pandemi Covid-19 dalam tatanan normal baru, yaitu:
1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease
2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah. disebutkan bahwa pelaksanan kinerja protocol
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di tempat kerja adalah dengan Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh
(<37,5 derajat celcius) wajib disemua area tertutup dan semi tertutup,
memperbolehkan tempat kerja untuk bisa melakukan operasional terbatas,
memberikan kebijakan dari rumah kepada pegawai apabila pegawai
bersangkutan mengalami gejala covid-19, pegawai wajib memakai masker,
dan apabila ditemukan kasus positif covid akan dilakukan penutupan
tempat kerja untuk melakukan sterilisasi serta tracing, dan
mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/ digital e-
governance.

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi
Birokrasi (KEPMENPAN-RB) No. 67/2020 tentang Perubahan Atas Surat
Edaran MenPan-RB No. 58/2020 tentang system kerja pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam tatanan normal baru. Dijelaskan bahwa pengaturan
system kerja bagi ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melakukan tugas kedinasan
di kantor (WFO) maupun dirumah (WFH) berdasarkan zona resiko dari
Satgas Covid-19. Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona tidak
terdampak, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas
kedinasan di kantor paling banyak 100 %. Sementara wilayah berkategori
resiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 %.

Wilayah beresiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling



38

banyak 50 %. Dan untuk wilayah beresiko tinggi, jumlah paling banyak
ASN yang melakukan WFO adalah 25 %.
. Surat Edaran BKN No. 15/SE/V1/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai
dalam Tatanan Normal Baru. Dalam SE secara rinci ditetapkan komposisi
kehadiran, pegawai. Panduan untuk pegawai yang bekerja dirumah dan
dikantor, penilaian kinerja, dan disipilin pegawai kegiatan semasa tatanan
normal baru.
. SE Gubernur Nomor 279/SE/2020 tentang Sistem Kerja PNS dan Non PNS
dalam tatanan normal baru di Lingkungan Pemprov Riau. Dijelaskan
bahwa pejabat structural eselon satu, dua dan eselon tiga wajib masuk kerja
seperti biasa. Kepala Perangkat Daerah mengatur jadwal kerja PNS dan
Non PNS di lingkungannya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor
maupun dirumah serta untuk memaksimalkan tugas kedinasan di kantor
maksimal 25 % dari jumlah pegawai pada perangkat daerah masing-
masing. Dan bagi perangkat daerah yang memiliki unit pelayanan teknis di
Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (Work From
Office) dan dirumah (Work From Home) diatur berdasarkan data zona
resiko yang dikeluarkan Satgas Covid-19.

Berdasarkan kebijakan diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan
kerrja di masa pandemic Covid-19 ini dilakukan dengan dua system kerja,

yaitu Work From Home dan Work From Office, terutama bagi system
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WFH yang masih terbilang baru, dimana ASN perlu beradaptasi agar

Kinerja yang dicapai pun dapat terimplementasi dengan baik.

2.6 Surat Edaran Gubernur Riau No. 171/SE/2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Menpan-RB No. 58/SE/2020 Tentang
Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dan
Keputusan Mendagri No. 440-842 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas
keputusan Mendagri No. 440-830 tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease-19 . Dalam Surat
Edaran Gubernur Riau No. 171/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri
Sipil dan Non PNS dalam tatanan normal baru di lingkungan pemerintah
Provinsi Riau dijelaskan bahwa sistem kerja di masa pandemi ini dilakukan
dengan memperhatikan, antara lain:
a. Penyesuaian Sistem Kerja
b. Dukungan Sumber Daya Aparatur

c. Dukungan Infrastruktur

2.7 Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang
dianggap relavan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Umum Sekretariat

DPRD Provinsi Riau, diantaranya sebagai berikut:
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1. Penelitian terdahulu dilakukan Eki Darmawan dan Muhammad Eko
Atmojo pada tahun 2020 di Yogyakarta tentang Kebijakan Work From
Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19. Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan WFH yang telah diterapkan
belum begitu optimal karena ada berbagai macam faktor diantaranya
adalah belum meratanya teknologi dan belum semua instansi siap dalam
memberikan layanan berbasis aplikasi atau teknologi informasi. Hal ini
meyebabkan kenapa kebijakan WFH belum begitu optimal untuk
dilaksanakan, walaupun memang sudah ada beberapa daerah yang bisa
mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik seperti kota- kota besar
di Indonesia.

2. Penelitian lainnya dilakukan oleh Erni Irawati pada tahun 2020 di Jawa
Tengah dengan judul Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi: Tinjauan
Kebijakan Normal Baru di Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penelitian
disimpulkan adanya upaya tindakan praktis dalam mendukung Kinerja
aparatur di Jawa Tengah melalui penerapan protocol kesehatan, menjaga
produktivitas dan penegakan disiplin.

3. Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhlizah Lubis dan Rita Defriza pada
tahun 2021 dengan judul Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
STAIN Mandailing Natal di Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 5 orang sampel tenaga kependidikan STAIN

Mandailing Natal mengeluhkan sistem bekerja dari rumah, banyak
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pegawai yang berkesempatan santai dalam bekerja. Ditambah juga dengan
pelayanan administrasi terhadap dosen dan mahasiswa seperti daftar ulang,
penyusunan KRS, penginputan nilai menjadi tidak efektif dan terjadi
keterlambatan tidak seperti sebelum pandemi.

Penelitian lain dilakukan oleh Agus Purwanto pada tahun 2020 dengan
judul Studi Eksplorasi Dampak Work From Home (WFH) Terhadap
Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19. Hasil Penelitian menunjukkan
terdapat beberapa keuntungan dan kerugian pada program WFH,
keuntungannya yaitu kegiatan WFH lebih fleksibel dalam menyelesaikan
pekerjaan, tidak mengikuti jam masuk kantor, tidak perlu mengeluarkan
uang untuk membayar ongkos transportasi atau biaya bensin, bisa
meminimalisir tingkat stress yang dialami selain kemacetan lalu lintas dari
rumah menuju kantor, memiliki lebih banyak luang. Sedangkan kerugian
dari WFH adalah bisa kehilangan motivasi kerja menanggung biaya listrik
dan internet dapat menimbulkan masalah data.

Penelitian dilakukan oleh Rezeky Ana Ashal pada tahun 2020 di Kota
Medan dengan judul Pengaruh Work From Home Terhadap Kinerja
Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas | Khusus TPI Medan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Work From Home di Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus TPl Medan berjalan dengan baik, tidak ditemukan

faktor penghambat yang terlalu berarti terhadap kinerja dan kinerja para
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pegawai tetap terjaga dengan tetap mengedepankan pelayanan prima dan
tidak mengesampingkan protocol kesehatan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hardi Warsono pada tahun 2020 dengan
judul Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan
Birokrasi dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa kondisi Covid-19 telah melahirkan banyak inovasi
dalam pelayanan public berbasis elektronika, maka perlu penguatan SDM
ASN vyang berkualitas dan inovatif, serta dukungan pembangunan
infrastruktur. Implikasi dari penelitian ini yaitu keberhasilan perubahan
birokrasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. pemimpin yang
memiliki kepribadian, visioner, dan sense of power yang mampu

menghadapi perubahan dalam organisasi.

2.8 Pandangan Islam Tentang Sistem Kerja

Agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist sebagai tuntunan dan
pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur segi ibadah
saja melainkan juga mengatur masalah umat islam dalam hal yang berkenaan
dengan kerja. Dalam melakukan setiap pekerjaan dengan baik tentunya harus
didasari iman dan tagwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah,
tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, ahli dan professional
serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah SWT atau

syariat Islam (Ichsan, 2015).
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Pada masa Rasulullah dan para sahabat adalah para profesionalisme yang
memiliki keahlian dan pekerjaan keras. Mereka selalu menganjurkan dan
menteladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Melengkapi bekerja keras
dan professional adalah praktek bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah
yaitu bersifat siddig, amanah, tabligh dan fathonah. Wujud dari keempat sifat itu
akan menghasilkan kerja yang baik.

Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah
teladan yang paling baik implementasi islam. beliau benar-benar teliti dalam
menempatkan seseorang dilihat dari mampu atau tidaknya menyelesaikan suatu
amanah yang diberikannya. Beliau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang
tepat sesuai dengan keahlian serta menekankan profesionalisme dalam bekerja.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

0 62335 281 2emastal 5,555 0,2506 5,56 Uyt call il

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

Ayat ini menyebutkan tentang penempatan pegawai, bahwa seseorang tidak
boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya padahal mereka adalah ora ng yang
megetahui. Dengan adanya penempatan pegawai yang pas sesuai dengan bidangnya,
tentunya akan mempengaruhi Kinerja pegawai terssebut agar lebih profesional.

Dijelaskan dalam Hadist riwayat Al- Bukhori yang berbunyi:
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Artinya: “Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka
tunggulah kehancurannya”.

Hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah menyerahkan suatu
urusan kepada sembarang orang. Beliau akan selalu mencari orang terbaik agar
pekerjaan dapat berjalan secara maksimal. Dalam Surat Al-Qasas Ayat 77

dijelaskan bahwa:

TS 2ty W31 G Al 238 U5 55500 50500 \uuu:g@\)
st Cog U & i 55 Sl 435 U5 a2
Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia

dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak
menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Mengacu pada sistem pengupahan kerja dalam islam, Islam memberikan
pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan.

Dalam hal ini, pekerjaan dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada

pimpinan. Hal ini sesuai dengan hadist:



45

-

el 1 ade an Lo sl

(S )y s by ) 458 Caong O 125 3531 50U

B J6 2o 4 uie e

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda:
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya ”(HR lbnu Majah
dan at-Thabrani).

Maksud matan Hadits ini yaitu perintah untuk segera memberikan gaji/upah
kepada pekerja setelah usai melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara tepat
waktu dan disesuaikan dengan beban kerja mereka. Karena menunda, mengurangi,
terlebih lagi tidak membayar upah pekerja, termasuk kezaliman dan dimusuhi
Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a’lam bis-shawab

Surat Al- Jumuah ayat 10 yang berbunyi:

e
£20
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung”.

Tafsir menurut Quraish Shihab Apabila kalian telah melakukan salat, maka

bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah

kepada-Nya banyak-banyak, dalam hati maupun dan dengan ucapan. Mudah-

mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Menurut tafsir Al-
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Jalalain ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia di bumi memiliki dorongan
untuk lebih baik lagi dalam dirinya. Hal tersebut dikarenakan Allah SWT hanya
memberi karunia, rahmat serta rezekinya kepada orang-orang yang memiliki
semangat serta motivasi yang kuat di dalam dirinya

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan seorang muslim bekerja adalah untuk
mencari keridhaan Allah SWT dan mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah)

dari hasil yang diperoleheh.

2.9 Definisi Konsep
Definisi konsep adalah batasan pengertian terhadap factor variabel yang
diperkirakan supaya tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian. Agar penelitian
tidak berbelit-belit dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian
tentang konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan
definisi konsep yang digunakan adalah:
1. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur yang saling berkaitan untuk
mrlaksanakan suatu pekerjaan
2. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah adalah serangkaian
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi

pemerintah
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3. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada

Sekretariat DPRD Prov. Riau.

. Sistem Kerja di masa Pandemi Covid-19 adalah Kinerja yang dilakukan dengan

mengaplikasikan sistem kerja dalam tatanan normal baru yang terdiri dari Work

From Home dan Work From Office.

Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah uraian dari konsep yang sudah dirumuskan
dalam bentuk indicator yang lebih memudahkan operasional dalam penelitian.
Dalam Konsep Operasional penulis menggunakan satu variabel dan
berpedoman pada teori. Adapun Konsep Operasional yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah berdasarkan Analisis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Masa Pandemi Covid-19 pada Subbagian Umum dan Protokoler di

Sekretariat DPRD Provinsi Riau di bawah ini sebagai berikut:
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TABEL 2.1 DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PENELITIAN

No. Variabel Indikator Sub Indikator
1. Sistem Kkerja |1. Penyesuaian Sistem | 1. Menjalankan Protokol
ASN di Masa Kerja Kesehatan dalam keseharian.
Pandemi 2. Pelaksanaan tugas kegiatan di
Covid-19. kantor (Work From Office) dan
Pelaksanaan kegiatan di rumah
Sumber: (Work From Home)
Surat Edaran 3. Penyelenggaraan kegiatan dan
Gubernur perjalanan dinas
Riau No. 171 |2. Dukungan Sumber | 1. Penilaian kinerja
tahun 2020 Daya Aparatur 2. Pemantauan dan pengawasan
3. Disiplin kerja pegawai
3. Dukungan 1. Mempersiapkan dukungan
Infrastruktur sarana dan prasarana bagi
pegawai.

2. Memastikan penerapan
teknologi dalam
penyelenggaran  pemerintah
dan pelayanan publik

3. Menyesuaikan lingkungan

kerja dalam rangka pencegahan
dan pengendalian penyebaran
covid-19.

Sumber: Surat Edaran Guburnur Riau No. 171 Tahun 2020
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Analisis Sistem KerjaAparatur Sipil Negara (ASN) di masa p
19 pada Subbagian umum dan Protokoler Sekretariat DPRD

andemic covid-
Provinsi RIAU

Provinsi Riau

Surat Edaran Gubri No. 171/SE/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri
Sipil dan Non PNS dalam tatanan normal baru di lingkungan Pemerintah

Penyesuaian Sistem Kerja Dukungan Sumber Daya
Aparatur

Dukungan Infrastruktur

Terlaksananya Sistem Kerja Subbagian Umum dan
Protokoler di masa Pandemi Covid-19 Sekretariat
DPRD Provinsi Riau

Sumber: Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 171 Tahun 2020




BAB Il1

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada Kantor Sekretariat
DPRD Provinsi Riau di JL. Jenderal Sudirman No. 719, Tangkerang Selatan, Kec.
Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28128. Penelitian ini dilaksanakan untuk
mengetahui dan menganalisis Sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa
pandemi Covid- 19 pada Subbagian Umum dan Protokoler Sekretariat DPRD

Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2021

3.2 Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis data
Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal. Berdasarkan
permasalahan yang didapat oleh peneliti diatas. Adapun data yang digunakan
oleh dalam kegiatan penyusunan ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif
ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai keterangan sebanyak
mungkin yang kemudian di interpretasikan secara deskriptif sehingga
menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas yang sesuai dengan fokus

penelitian yang telah ditentukan.

50
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2. Sumber data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian

tersebut, maka dibutuhkan data yang pasti dan nyata dari objek penelitian.

Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

a. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2018: 213) Data Primer adalah sumber data yang

didapatkan langsung kepada pengumpul data. Data diperoleh dari hasil
wawancara melalui informan. Informan merujuk kepada individu atau
seseorang yang dapat memberikan informasi dasar mengenai masalah yang
akan diteliti yaitu hasil wawancara dengan para informan yang ditentukan.
Data primer ini diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil
wawancara yang akan dilakukan kepada Kasubag umum dan protokoler
serta Staf Pegawai ASN di Sub bagian umum dan protokoler

b. Data Sekunder

Merupakan data dan informasi yang diperoleh penulis dari sumber

yang sudah ada untuk melengkapi data primer sebagai data pendukungyang
didapat dari instansi terkait. Menurut (Sugiyono, 2018: 213) Data Sekunder
adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data ,
biasanya data yang diberikan dalam bentuk file dokumen dari Sekretariat
DPRD Provinsi Riau dan sumber lainnya seperti surat edaran, penelitian

terdahulu dan foto sebagai penunjang pelengkap data.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan
teknik berikut:
a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan
pengamatan ke lapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan
penelitian. Metode ini menggunakan dua indera vital yaitu mata dan telinga.
Data yang telah dikumpulkan diolah da dianalisis secara deskriptif- kualitatif
yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis
sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan
yang memadai.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya
jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan bagi penelitian
tersebut. Peneliti menyusun pertanyaan terkait pokok masalah mengenai
motivasi kerja pegawai terhadap para pegawai yang dijadikan informan.
Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada, Kasubag Umum dan
Staf ASN subbagian umum dan protokoler. Wawancara dilakukan secara
terstruktur kepada key informan dengan menggunakan alat: Hp, daftar

pertanyaan, Pena dan buku catatan.
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Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi Key informan adalah Kepala
Subbagian Umum dan Protokoler. Menurut (Sugiyono, 2010: 300) Informan
Penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek
penelitian tersebut. Karena penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, teknik
yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik Purposive
Sampling. Menurut (Sugiyono, 2010) Pursposive sampling adalah teknik
untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu
yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

Untuk memperoleh data secara representative yang sedang dikaji.
Adapun informan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No. Nama Subjek Jabatan

1. Tengku Rina Melati, S.Sos Kasubag Umum dan Protokoler
2. Emmiati Staf Pegawai

3. Nicky Popilonia, S.IP Staf Pegawai

4. Mukmin Arifin Staf Pegawai

5. Yusrianto, SE, MM Staf Pegawai

6. Rinny Khomalasari Staf Pegawai

7. Rachmad Mulyadi, SE Staf Pegawai

Jumlah 7

Sumber: Subbagian umum dan protokoler, 2021
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c. Dokumentasi
Menururt Sugiyono (2013:240) menjelaskan bahwa dokumen
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi digunakan
untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk
menambah  kejelasan  penelitian. Dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data bukti fisik lainnya contohnya seperti foto dan arsip
mengenai jumlah pegawai PNS dan Honorer, struktur organisasi Sekretariat

DPRD Prov. Riau

3.4 Teknik Analisa Data Kualitatif

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena
dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dan
memecahkan masalah penelitian (Suharsimi, Arikunto, 2010: 278). Analisis data
yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara
Deskriptif kualtitatif (menggambarkan dan memaparkan) Sistem Kerja Aparatur
Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19 pada Subbagian Umum dan Protokoler.
Teknik ini dikemukakan oleh Sugiyono (2005: 60). Berikut ini adalah tahapan yang

dipakai untuk menganalisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memlilih hal yang pokok,
memfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam
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pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan
difokuskan pada Sistem Kerja ASN di masa Pandemi Covid-19 di Subbagian
umum dan protokoler.
b. Penyajian Data
Penyajian Data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat deskriptif. Informasi yang disajikan dalam bentuk kalimat ilmiah
dengan bahasa yang sederhana, selektif dan mudah untuk dimaknai sesuai
dengan data yang didapat di lapangan, tanpa ada penambahan pendapat dari
penulis.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data
setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data. Setelah ditemukan
hasil, simpulan ini dibuat dengan kalimat yang bersifat kualitatif berdasarkan
wawancara yang telah dilakukan, langkah selanjutnya dalam proses ini adalah
upaya verifikasi (pemikiran kembali) sehingga disaat ditemukan
ketidaksesuaian antara fenomena, data degan konsep dan teori yang dibangun,
maka peneliti kembali melakukan pengumpulan data atau reduksi atau
perbaikan dalam penyajian data kembali. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan

yang benar-benar utuh.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD Provinsi. Dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Provinsi yang
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan
DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi, Sekretaris DPRD
provinsi dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah salah satu organisasi daerah di
Provinsi Riau yang resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau. Keberadaan Sekretariat DPRD tidak pernah lepas dari semua yang
berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, baik secara langsung
maupun tidak langsung semua yang berurusan dengan DPRD akan melalui
Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi  kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya

Sekretariat DPRD  mempunyai fungsi  penyelenggaraan  administrasi

56
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kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD,
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan menyediakan pengoordinasian tenaga ahli
yang diperlukan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang
DPRD Provinsi, dibentuklah Sekretariat DPRD Provinsi. Susunan organisasi dan
tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi ditetapkan dengan Perda Provinsi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12. Visi berkaitan dengan
pandangan ke depan menyangkut ke masa instansi pemerintah harus dibawa dan
diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif. Dengan memperhatikan visi melakui pendekatan
membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang
dimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DPRD Provinsi
Riau yakni:
“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA TERHADAP DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU”

Sedangkan Misi merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis,

Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau
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dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah
ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan
sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan
diwujudkan. Atas dasar itu, maka Misi Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah:

“MENINGKATKAN PELAYANAN BAGI PENINGKATAN KAPASITAS
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

RIAU”.

4.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Adapun Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut:

GAMBAR 4.1

STRUKTUR ORGCANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU TH 2020

SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI RTALU

MUFLIHUN, S.STF, MLAI

NIP. 19780222 190701 1 001

KEPALA BAGIAN UMUM
T. AZNOM ZAIFANIL, SE, MM

NIP. 197921214 200212 1 003

KABAG PERSIDANGAN &
PRODUK HUKLUM

SAMTO, S.STP, M.Si

NIP, 19810605 199912 1 001

KABAG KEUANGAN &
PERENCANAAN

TRWAN SURYADI

NIP. 19731021 199303 1 001

KEPALA SUBBAGIAN UMUM
IDAN PROTOKOIL.

TENGKI RINA MELATI, S.Sos

NIP. 19691217 200701 2 005

KASUBAG PRODUK HUKUM
RENO AFRIADI, STT

NIP. 19830101 201001 1 016

KASUBAG PERENCANAAN
RIOQ ARMANDA, S. Kom

NIP. 19850916 201102 1 002

[

KASUBAG RT,
PERLENGKAPAN & PBMD

DODDY SUKMA, SE

NIP_ 19780827 201101 1 006

KASTTBAG KOMISI, FRAKST
IDAN HAL

YURIKHA HERIANDANNI,
S.STP, M_Si

NIP_ 19831015 200112 1 001

HASUBAG KEUANGAN &
PERJALANAN DINAS

OVAN RACHMANDANO

NIP. 19800731 200501 1 007

KASUBAG ITUMAS DAN
PERPUSTAKAAN

RAJA FAISAL FEBRINALDIL

NIP. 19820219 201102 1 001

KASUBAG RAPAT DAN
RISALATT

WIRA SETIADIL, S. STP, M_PA

NIP. 19820902 200112 1 004

KASUBAG VERIFIKAST DAN
PELAPORAN

EDWIN NOVIANSYAIL, S.85TP,
M. Si

NIP. 19831123 200112 1 001
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4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 99 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat  DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan tugas memimpin
secretariat daerah, membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah. Unruk
menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Riau terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
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1. Sekretaris

a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi
penyelenggaraan  administrasi ~ kesekretariatan,  penyelenggaraan
administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan
pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kepala Bagian Umum

a.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi
dan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan
Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian

menyelenggarakan fungsi:
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a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian
Umum

b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum

c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bagian Umum membawabhi:

a) Subbagian Umum dan Protokol

b) Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

c) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan

3. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum
a. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugas
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Rapat dan
Risalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi dan
Hubungan antar Lembaga.
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bagian

menyelenggarakan fungsi:
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1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian
Persidangan dan Produk Hukum
2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Persidangan danProduk
Hukum
3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
c. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum membawabhi:
1) Subbagian Rapat dan Risalah
2) Subbagian Produk Hukum

3) Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar lembaga

4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan
a. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evakuasi pada Subbagian Perencanaan,
Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas dan Subbagian Verifikasi dan
Pelaporan
b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian Keuangan dan

Perencanaan mempunyai fungsi:
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1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian
Keuangan dan Perencanaan

2) Penyelenggaraan pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan dan
Perencanaan

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4) Pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya

c. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan membawahi:
1) Subbagian Perencanaan
2) Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas

3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan

4.5 Sumber Daya Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang

handal dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna

meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada pimpinan dan anggotan Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah dengan jumlah pegawai yaitu sebanyak 186 (Seratus

delapan puluh enam) orang dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat
ini bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
Berdasarkan Golongan akan dijelaskan pada tabel 4.1 dibawah sebagai
berikut:

Tabel 4.1 Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah
1. Golongan IV 13 Orang
2. Golongan 111 114 Orang
3. Golongan Il 58 Orang
4. Golongan | 1 Orang

JUMLAH 186 Orang

Sumber: Subbagian Umum dan Protokoler, 2021

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/Eselon
Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat

ini bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
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Berdasarkan Jabatan/Eselon akan dijelaskan pada tabel 4.2 dibawah sebagai

berikut:

Tabel 4.2 Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/Eselon

No. | Jabatan/Eselon | Laki-Laki | Perempuan Jumlah
1. Eselon 111 9 - 9 Orang
2. Eselon IV 3 1 4 Orang

Staf/Non
3. - - 173 Orang
Struktural
JUMLAH 12 Orang 1 Orang 186 Orang

Sumber: Subbagian Umum dan Protokoler, 2021

3. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini
bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
Berdasarkan Tingkat Pendidikan akan dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah

sebagai berikut:



66

Tabel 4.3 Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Jen-ja-ng Jumlah Persentase
Pendidikan

1. | SD 1 Orang 0,54 %
2. | SMP 4 Orang 2,15%
3. | SMA 65 Orang 34,95 %
4. | Diploma 13 Orang 6,99 %
5 |31 87 Orang 46,77 %
6. | S2 16 Orang 8,60 %
JUMLAH 186 Orang 100 %

Sumber: Sub Bagian Umum dan Protokoler, 2021

4. Sarana dan Prasarana Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan)

Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Dalam kaitannya untuk mendorong pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya didukung oleh Fasilitas Penunjang seperti Komputer, Printer,

Perangkat Teknologi Informasi, Mesin Scanner dan Fotocopy, Kendaraan

dinas, Ruang Kerja dan Khusus untuk Pejabat Struktural Eselon 11 dan IlI.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Daftar Inventaris Kantor pada Tabel 4.4

sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Sarana Prasarana Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan)

Sekretariat DPRD Provinsi Riau S/D 30 November 2018

Jumlah (dalam Bidang/ Unit/
No. Nama Barang
Buah)

1. Tanah 6 Bidang
2. Peralatan dan Mesin 12.353 Unit
3. Gedung/ Bangunan 17 Unit
4. Monument 1 Unit
5. Rambu- Rambu 3 Set
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 223 Buah
7. Aset Tetap Lainnya 525 Buah
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 Buah

Sumber: Subbagian Umum dan Protokoler

4.6 Subbagian Umum dan Protokoler

Subbagian Umum dan Protokoler merupakan salah satu subbagian yang ada

di Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang dibawahi oleh Bagian Umum dan

dipimpin oleh pejabat Pembina kepala bagian. Menjadi salah satu subbagian yang

tupoksi nya berfokus pada kegiatan administrasi umum, memiliki beberapa tugas.

Kepala Subbagian Umum dan Protokol mempunyai tugas:
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2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)
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Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum
dan Protokol

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Protokol
Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat

Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian

Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja,
peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi
jabatan

Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai

Membuat laporan perkembangan kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi

Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara,serta

melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas

10) Melaksanakan koordinasi keamanan dan ketertiban kawasan kantor/gedung

dan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

11) Memfasilitasi serta menyediakan makan, minum untuk rapat-rapat dan tamu

di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

12) Memfasilitasi kegiatan olahraga dan kegiatan keagamaan

13) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas

dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Protokol
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14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

4.7 Daftar Pegawai yang bertugas pada Subbagian Umum dan Protokoler
Subbagian Umum dan Protokoler memiliki Kasubag Umum dan Protokoler
dengan 33 Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Daftar Pegawai pada Subbagian Umum dan Protokoler

No. Nama Pegawai Pangkat/Golongan
1. Yusrianto, SE, MM Pembina Tk. I (IV/b)
2. Ir. Nafilson Pembina (IV/a)
3. Aisyah Penata Tk. I (111/d)
4. Muhammad Natsir, S.Sos Penata Tk. I (111/d)
5. Lily Vianti, SE Penata Tk. I (111/d)
6. Emmiati Penata (I11/c)
7. Hariyadi Wiradinata, S.STP Penata (I11/c)
8. Derianty Yusja Penata Muda Tk. I (111/b)
9. Muthia Apriana, SE Penata Muda Tk. I (111/b)
10. Auzar Penata Muda Tk. I (111/b)
11. Tengku Firdaus Penata Muda Tk. I (111/b)
12. Imran Penata Muda (I11/a)
13. Rachmad Mulyadi, SE Penata Muda (I11/a)
14, Rizki Fairi Pengatur Tk. I (11/d)
15. Azwandi Pengatur Tk. I (11/d)
16. Yunasul Pengatur Tk. I (11/d)
17. Nazaruddin Pengatur Tk. I (11.d)
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18. Muhammad Ali Pengatur Tk. I (11.d)

19. Mubheni Pengatur Tk. I (11.d)

20. Lamu Kurniawan Pengatur Tk. I (11.d)

21. Irmansyah Pengatur (ll/c)

22. Ferry Sasfriadi Pengatur (l1/c)

23. Zulfrianto Pengatur (l1/c)

24, Popi Lesmana Pengatur (l1/c)

25. Bambang Surianto Pengatur (l1/c)

26. Musli Hidayat Pengatur Muda Tk. I (11/b)
27. Yusniar Dewi Pengatur Muda Tk. I (11/b)
28. Nofrendi Pengatur Muda Tk. I (11/b)
29. Muslim Pengatur Muda Tk. I (11/b)
30. Mukmin Arifin Pengatur Muda Tk. I (11/b)
31. Yofi Seprianto Pengatur Muda Tk. I (11/b)
32. Budi Indrayana Pengatur Muda (I1/a)

33. Aris Juru Tk. 1 (1/d)

Sumber: Subbagian Umum dan Protokoler, 2021



BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
6.1.1 Analisis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masa Pandemi
Covid-19 Pada Subbagian Umum dan Protokoler Sekretariat DPRD
Provinsi Riau.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Sistem Kerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masa Pandemi Covid-19 Pada Subbagian
Umum dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Riau, maka peneliti dapat
menarik kesimpulan dilihat dari tiga indikator menurut Surat Edaran Gubernur
Riau No. 171/SE/2021 tentang Sistem Kerja PNS dan Non PNS dalam tatanan
normal baru di lingkungan Provinsi Riau sudah dapat terlaksana dengan baik.

Sekretariat DPRD Provinsi Riau khususnya Subbagian Umum dan
Protokoler melaksanakan jenis penyesuaian sistem kerja secara keseluruhan
sudah mengacu pada pedoman surat edaran yang berlaku. Hal ini terlihat dari
adanya pemberlakukan pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai melalui Work
From Office (WFH) dan Work From Home (WFH). Pembagian sistem kerja
ini disesuaikan dengan kategori yang melakukan WFH adalah pegawai yang
berusia 50 tahun keatas, mempunyai penyakit perenta, ibu menyusui dan ibu
hamil. Terkait pembatasan dalam aktifitas dikantor juga sudah melakukan
protokol kesehatan seperti pemakaian masker, menjaga jarak dan melakukan

cek suhu tubuh ketika memasuki lingkungan kantor. Kemudian sebagian kerja
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sudah beralih ke sistem daring dengan mengurangi kegiatan face to face
seperti pelaksanaan rapat dan pelaksanaan apel pagi dikantor. Terkait
perjalanan dinas juga mengalami pembatasan dan selektif sesuai dengan
dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan diawal masa
pandemi covid-19.

Dilihat dari segi ASN, mengenai tupoksi yang dibuat juga sudah
disesuaikan tanpa mengurangi beban kerja dalam rangka meningkatkan
kinerja ASN dimasa pandemic ini. ASN diberi tugas berdasarkan tugas pokok
dan fungsi yang diberikan kepada masing-masing pegawai secara keseluruhan
sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, pegawai wajib mengisi SKP secara
online melalui aplikasi E-SIKAP dan dilakukan pemantauan dan pengawasan
secara langsung serta melaporkan hasil kerja secara berkala melalui email atau
kekantor bagi mereka yang melaksanakan kerja secara WFH.

Selain itu, dari dukungan infrakstruktur pun juga secara keseluruhan
sudah ada seperti masker, tempat cuci tangan, rambu-rambu terkait covid,
kursi tunggu, meja, kursi dan komputer serta alat penunjang lain untuk kerja
dikantor. Secara keseluruhan, pandemic ini menyebabkan adanya perubahan
sistem kerja, memunculkan inovasi baru untuk bekerja lebih fleksibel dengan
memanfatkan teknologi informasi yang ada, Subbagian Umum sudah
melaksanakan sistem kerja itu, hanya saja dari segi pelaksanaan Work From

Home (WFH) yang masih belum sepenuhnya optimal dilakukan.



110

6.1.2 Faktor Penghambat Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masa
Pandemi Covid-19 Pada Subbagian Umum dan Protokoler Sekretariat
DPRD Provinsi Riau.

Adapun hambatan yang ditemukan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
khususnya Subbagian Umum dan Protokoler dalam menjalankan penyesuaian
sistem kerja dimasa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Adaptasi dalam menyesuaikan sistem kerja menjadi kebiasaan baru

2. Adanya pengaturan lokasi kerja WFH dan WFO menyebabkan pegawai
lamban dalam melaksanakan pekerjaaan.

3. Tidak adanya aplikasi khusus mengenai absensi bagi pegawai yang

menjalankan kerja secara Work From Home (WFH)

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Sistem Kerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masa Pandemi Covid-19 Pada Subbagian Umum
dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Riau, maka peneliti dapat memberi
saran kepada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau khususnya Subbagian
Umum dan Protokoler ini sebagai bentuk masukan penulis agar kedepannya bisa
lebih siap lagi meghadapi situasi seperti saat ini.
1. Perlunya meningkatkan teknologi informasi dalam bekerja seperti

mengadopsi penyesuian sistem yang dianggap relavan dengan pekerjaan yang
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dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayananan yang baik bagi Anggota
Dewan.

. Bagi Pimpinan tetap melakukan monitoring setiap program dan sasaran yang
ditargetkan agar bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena situasi ini sampai
sekarang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya.

. Tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan dan

disiplin dimasa penyesuain sistem kerja yang masih berlaku.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN

Pedoman wawancara untuk Kasubag umum dan protokoler

a.

Penyesuaian Sistem Kerja

1.

Apakah yang berbeda dari sistem kerja di Sekretariat DPRD khususnya
Subbagian Umum dan Protokoler sebelum pandemi dan ketika pandemic
covid-19 berlangsung?

Apa-apa saja jenis penyesuiaan kerja yang diterapkan ketika terjadinya
pandemi pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau?

Surat edaran manakah yang digunakan, Apakah surat edaran dari Kepmenpan-
RB, BKN atau Gubernur?

Apa Kendala yang dihadapi oleh ASN di awal penyesuaian sistem kerja masa
Pandemi?

Bagaimanakah dengan hasil kerja yang dilakukan, apakah meningkat, sama
atau justru menurun?

Apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Subbagian umum telah melakukan
penyesuaian sistem kerja seperti yang telah ditentukan?

Dengan adanya pemotongan anggaran, Apakah kegiatan di Sekretariat DPRD
khususnya Subbagian umum dan protokoler ini terganggu karena anggaran
banyak dipakai oleh gugus covid?

Apakah ada pembatasan bagi pegawai yang hadir dikantor dengan pegawai
ingin melakukan dinas luar?

Bagaimana bapak/ibu menetapkan pegawai yang melakukan kerja secara
WFO dan WFH? apakah ada kualifikasi khusus?

Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur
1.

Seperti apakah prosedur penetapan tupoksi dan beban kerja yang sesuali

dengan sasaran dan target kerja yang ditetapkan?



Apakah ada pembagian Ship dalam melakukan kerja dikantor? dan seperti
apakah SOP sistem kerja secara WFH dan WFO di subbagian umum dan
protokoler?

Apakah ibu/bapak melakukan pemantauan dan pengawasan langsung
terhadap sistem kerja yang diterapkan?

Bagaimana sistem pengawasan kerja bagi pegawai yang melakukan WFH?
Seperti apakah sistem pelaksanaan kerja bagi pegawai yang melaksanakan
dinas luar?

Jika ada pegawai yang terpapar virus covid-19, apakah diberikan keringanan
beban kerja?

Bagaimana penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pada masa pandemic
covid-19?

c. Dukungan Infrastruktur

1.

Apakah kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau khususnya Subbagian Umum
dan Protokoler telah menyediakan sarana prasarana pendukung sistem kerja di
masa pandemi covid-19?
Bagi pegawai yang melakukan kerja secara WFH, apakah ada aplikasi khusus
untuk absen dari rumah?

Seperti apa pula aplikasi itu dipakai?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN

Pedoman Wawancara untuk Pegawai yang melakukan WFO dan WFH

a.. Penyesuiaan Sistem Kerja

1.

b.

Apakah yang berbeda dari sistem kerja di Sekretariat DPRD khususnya
Subbagian Umum dan Protokoler sebelum dan ketika pandemic covid-19?
Apa-apa saja jenis penyesuiaan kerja yang diterapkan ketika terjadinya
pandemi pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau?

Apakah bapak/ibu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
pekerjaan secara tiba-tiba?

Jika iya, Bagaimana cara bapak/ibu beradaptasi dengan sistem kerja baru
seperti yang diterapkan pada saat ini?

Apakah ada Kendala yang dihadapi oleh ASN di awal penyesuaian sistem
kerja masa Pandemi?

Apakah ada pembatasan bagi pegawai yang hadir dikantor dengan pegawai

ingin melakukan dinas luar?

Dukungan Sumber Daya Manusia
1. Bekerja dikantor dalam situasi pandemi, apakah siap menerima segala

resiko dari pekerjaan yang diberikan?

2. Apakah bapak/ibu sudah merasa nyaman dengan sistem kerja WFH

sehingga merasa berat untuk WFO setelah pandemic selesai? atau justru
merasa terbebani dengan adanya sistem WFH ini?
3. Apakah bapak/ibu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan Surat

Edaran Gubernur Riau?

4. Sebutkan seperti apakah tupoksi yang dilakukan masing-masing, baik

pegawai yang melaksanakan WFH dan WFO?
5. Apakah ada pembagian Ship dalam melakukan kerja dikantor



Apakah bapak/ibu sudah melakukan presensi sesuai dengan jam kerja yang
berlaku?

Apakah bapak/ibu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu?

Apakah bapak/ibu memahami setiap pekerjaan yang diberikan? dan Apakah
pekerjaan yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan hasil yang

diinginkan?

c. Dukungan Infrastruktur

1.

Apakah bapak/ibu memiliki pengetahuan dalam menggunakan peralatan
yang mendukung tercapainya tujuan?

Apakah bapak/ibu menguasai teknologi seperti penggunaan Komputer?
Bagi pegawai yang melakukan kerja secara WFH, apakah ada aplikasi
khusus untuk absen dari rumah?

Seperti apa pula aplikasi itu dipakai?
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Wawancara bersama Bapak Yusrianto SE, MM selaku Staf Subbag
Umum dan Protokoler (Pegawai yang termasuk usia 55 tahun keatas dan
menjalani kerja secara WFH)

Wawancara dengan ibu Rinny Khomalasari selaku Staf Subbag umum
dan Protokoler



Suasana ruangan Subbagian Umum dan Protokoler saat menjalani WFO
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